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Abstract

Bankruptcty is a general confiscation of all wealthanagement and bankruptcy debtor
completion conducted by curator under the superyispdge as provided in this Act.
Differences decision is often the case in the fnmubof in bankruptcy cases and one case,
namely case of the PT. Telekomunikasi Selular ag&l. Prima Jaya Informatika make simple
proof is not as easy as deciphering simple wor@ndihg the availability of criteria, one point
of view, understanding, and same perception ofr#tail panel of judges at the court or the
supreme court on the first floor and reconsidematad cassation in deciding a similar thing, so it
can accelerate the course of the trial process.ligafion of a simple proof in bankruptcy at the
commercial court decision Number: 48/ Pailit/ 20 2IN.Niaga.Jkt.Pst should arrangement of
limitations simple proof in the law, so that thefs or judges who examine and rule on cases
of bankruptcy has clear boundaries so that the woeea rule of law.
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A. Pendahuluan

Kekhususan dalam Hukum Acara Perdata mengenai peimbuyang hanya
dikenal dalam Hukum Kepailitan yaitu mengenai Pektibn Sederhana dimana ada
sesuatu yang berbeda dengan pembuktian yang #gelaslukum Acara Perdata.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai PembuktiederBana dalam Hukum
Kepailitan, kita perlu mengetahui segala sesuattatey Hukum Kepailitan agar kita
dapat memahami urgensi Pembuktian Sederhana daldmanHKepailitan. Kepailitan
menurut pendapat Algra adalaRdillissement is een gerechtelijk beslag op hetetgeh
vermogen van een schuldenaar ten behoeve van eangenlijke schulddeiset”.
(kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap séwrnta kekayaan dari seorang debitor
(si berutang) untuk melunasi utang utangnya kepest#itor (si berpiutang).

Kepailitan adalah suatu proses dimana seorangadsfaihg mempunyai kesulitan
keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan padh pengadilan. Dalam hal ini
pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebutktidapat membayar utangn¥a.
Pengertian kepailitan menerangkan bahwa utang jela jatuh tempo sebagai salah
satu aspek pembuktian. Dalam Undang — undang Nod@ortahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uté®danjutnya disingkat

! M. Hadi SubhanHukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Perauti| Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2008. hal 1.

2 J. Djohansah, “Pengadilan Niaga” di dalam Rudi tbbn(ed), Penyelesaian Utang melalui Pailit dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran UtafBandung , Alumni, 2001) hal 23.



UUK&PKPU) pada Pasal 1 angka 6 memberikan pengenti@ngenai utang adalah
kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakaandglmlah uang baik dalam mata
uang Indonesia maupun mata uang asing, baik skcagsung maupun yang akan timbul
di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karpaeganjian atau undang-undang dan
wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenumember hak kepada kreditor untuk
mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Hukum Kepailitan sebagaimana diatur dalam UUK&PK&bUarapkan mampu
memberikan sebuah keadilan dan kepastian tidakahlkeyyada para kreditor, tetapi juga
kepada debitor agar dapat menyelesaikan kewajibarbgyaran utangnya kepada para
kreditor. Kepailitan sebagai suatu instrument hukuntuk menyelesaikan kesulitan
pembayaran utang oleh debitor ini perlu dimakniai karena selama ini kepailitan sering
diartikan kegagalan yang disebabkan kesalaharddhiior dalam menjalankan usahanya
sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar.ddPgan tersebut harus
ditinggalkan dan memberikan pemahaman baru yaipaik@an sebagai suatu jalan
keluar untuk menyelesaikan persolan utang-piutasggymenghimpit debitor, disini
debitor telah benar-benar tidak mampu dalam meniekelvajiban pembayaran
utangnya kepada para kreditor.

Filosofi Hukum Kepailitan adalah untuk mengatasinpesalahan apabila seluruh
harta debitor tidak cukup membayar seluruh utaaggrya kepada seluruh kreditornya.
Hakikat tujuan adanya Kepailitan adalah proses yaerpubungan dengan pembagian
harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditorKepailitan merupakaaxit from
financial distressyaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang mdinbdan secara
finansial sudah tidak bisa diselesaikaRasal 8 ayat (4) UUK & PKPU: “Permohonan
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terddpkta atau keadaan yang terbukti
secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyafzkdn sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.” Sedandiasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun
2004: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kedidan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dgmatiditagih dinyatakan pailit dengan
putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendirpun atas permohonan satu atau
lebih kreditornya.” Menurut Prof. Dr. Sutan Remyal&jeini, SH sesuai dengan
penjelasan Pasal 8 ayat (4) di atas maka yang dumdadkengan “fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana” adalah adanya faktaatdwalebih kreditor dan fakta utang
yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar itulah g/dnisa dikatakan Pembuktian
Sederhané.

Penerapan pembuktian sederhana pada praktik kepasitan tidak sesederhana
dari tujuannya karena ada pembuktian yang cukuit tetapi dianggap sederhana serta
diputuskan di Pengadilan Niaga, seperti dalam kasusiohonan pailit PT. Prima Jaya
Informatika terhadap PT. Telekomunikasi Selular.(P@lkomsel) yang berakhir dengan
putusan pailit dengan Nomor Putusan: 48/PAILIT/2BN2NIAGA.JKT.PST oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusaabigt hakim menyebutkan bahwa
fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yeetgh jatuh waktu dan tidak dibayar
telah terpenuhi. Pemohon Pailit yaitu PT. PrimaaJlaformatika menjelaskan bahwa
mereka telah berusaha untuk melakukan penagihanugaag-utang kepada Termohon

% SunarmiHukum Kepailitan edisi 2PT.Sofmedia, Jakarta, 2010. hal.19
4 Sutan Remy Sjahdeirtiiukum Kepailitan memahami Undang-Undang No.37 T&00# tentang Kepailitan,
Grafiti, Jakarta, 2010, hal 148.



Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selular, dengan yanpaikan peringatan pertama dan
terakhir (somasi) pada tanggal 28 Juni 2012, tetapipai dengan permohonan Pailit ini
didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusatmohen Pailit tidak pernah
membayar utang-utang tersebut sehingga telah terlsdcara sederhana bahwa
Termohon Pailit sebagai Debitor mempunyai utanggyeetah jatuh tempo dan dapat
ditagih kepada Pemohon Pailit sebagai Kreditor. fdamermohon Pailit menjelaskan
bahwa Pemohon Pailit tidak memiliki alasan hak kntaengajukan permohonan
pernyataan pailit karena tidak ada utang yang jatuhpo (exeptio onrechtmatige of
ongegrond)

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengend&argerini adalah
mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari AinaPJaya Informatika terhadap
PT. Telekomunikasi Selular untuk seluruhnya dan yatkan bahwa PT.
Telekomunikasi Selular pailit dengan segala akidatkumnya. Namun PT.
Telekomunikasi Selular melanjutkan proses hukuntirkgkat selanjutnya yaitu tingkat
kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia demqgdaasan Nomor 704 K/ Pdt.Sus/
2012 yang mengabulkan permohonan kasasi dari PTekdraunikasi Selular,
membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada PengaBigeri Jakarta Pusat Nomor 48/
Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 Septen2®d2 dan menolak Pemohon Pailit
yaitu PT. Prima Jaya Informatika untuk seluruhniangadilan Niaga menyimpulkan
bahwa syarat dari kepailitan telah terpenuhi nardatam tingkat kasasi Mahkamah
Agung menyimpulkan bahwa syarat kepailitan tidakeauhi sehingga kasus antara PT.
Telekomunikasi Selular dengan PT. Prima Jaya Irdétika tidak bisa dibuktikan secara
sederhana.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah konsep pembuktian sederhana dalanmhatara kepailitan ?
2. Bagaimanakah penerapan pembuktian sederhana daldusap pailit nomor:
48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

C. Pembahasan

Sebuah tahapan yang sangat penting dalam satw&egabsedur hukum acara
karena memberikan kesempatan pada pihak-pihak gargerkara untuk meyakinkan
hakim dan pada akhirnya akan memugebagaimana petitum yang dimintakan oleh para
pihak yang sedang berperkaemalah Tahapan PembuktiaPembuktian menurut
R.Subekti, adalah suatu daya upaya para pihak lyamgerkara untuk meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yadgkemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang
dipersengketakan di mukeengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.

Hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang didengan undang undang. Hal
ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan putusemldsarkan alat-alat bukti yang telah
diatur undang-undang. Alat bukti adalah bahan-bafearg dipakai untuk pembuktian
dalam suatu perkara perdata di muka sidang pemagadialam perkara perdata ada lima
macam alat bukti seperti yang tertulis dalam Pasg4 HIR/ 284 RBG/ 1866
KUHPerdata, yaitu: alat bukti tertulis, bukti sgkpersangkaan, pengakuan, dan bukti

® R. SubektiHukum PembuktigiPradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 1.



sumpalf. Apabila dari hubungan hukum tersebut akan muneuispwa hukum yang
menghapuskan hak salah satu pihak, maka harusti#iduloleh pihak yang membantah
hak itu. Asas mengenai pembagian beban pembuktisglbagimana diatur dalam Pasal
1865 BW yang selaras dengan Pasal 163 HIR dan R88aRbg yaitu: “barang siapa
mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan padtu feristiwva untuk
menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hakgotain, harus membuktikan
adanya hak atau peristiwa itu”. Dari ketentuan mmakini, maka hakim dapat
membebankan pembuktian ini baik penggugat ataugetg

Membuktikan dalam arti yuridis menurut Sudikno attamemberi dasar-dasar
yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara panggangkutan guna memberi
kepastian tentang kebenaran peristwva yang diajlkamukum Acara Kepailitan
merupakanlex specialisdari Hukum Acara Perdata. Hal tersebut sebagaindgatar
dalam ketentuan Pasal 299 Undang-undang No. 3'htaf04 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kediualtukan lain dalam undang-
undang ini, maka hukum acara yang berlaku adal&irhwacara perdata. Hal ini sangat
wajar karena hukum materiil dari kedua hukum forimilsama-sama mengatur tentang
hukum privat. Salah satu kekhususan Hukum Acaraaliggn ini dapat dilihat dari
mekanisme pembuktiannya yang sering disebut penabuldederhana. Pembuktian
sederhana disini merujuk ketentuan dalam Pasal & 6&)) jo. Pasal 8 ayat (4)
UUK&PKPU. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK&PKIRiéngatur Debitor yang
mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membhayeas sedikitnya satu utang yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakafitp@ngan putusan pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas permohostan asau lebih kreditornya.
Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK&PKmehgatur Permohonan
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terddpkia atau keadaan yang terbukti
secara sederhan®ahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagandimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU telah terpenuhi.

Utang dalam hukum acara kepailitan adalah sangaemtekan, karensanpa
adanya utang maka seseorang atau badan hukumdagelt dinyatakan pailit. Tanpa
adanya utang tersebut maka esensi kepailitan mdiga#d adakarena kepailitan adalah
merupakan pranata hukum untuk melikuidasi ask#itor untuk membayar utang-
utangnya terhadap para kreditorflyRefinisi utang dalam UUK&PKPU diatur dalam
Pasal 1 angka 6, yaittang adalah adalah kewajiban yang dinyatakan dtmat
dinyatakardalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesigpuramata uangsing,
baik secara langsung maupun yang akan timbul keanudari ataukontingen, yang
timbul karena perjanjian atau undang-undang dag yamib dipenuhi oleh debitor dan
bila tidak dipenuhi memberi hak kepa#leeditor untuk mendapat pemenuhannya dari
harta kekayaan debitaBetelah membuktikan adanya utang yang jatuh wadtudapat
ditagih, selanjutnya yang harus dibuktikan dalam permohquailit adalah adanya dua
kreditor atau lebih. Dalam ketentuan Pasal 1 argkbJK&PKPU memberikardefinisi
kreditor adalah orang yang mempunyai piutang kapsrganjian atawndang-undang
yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Definisi ébrg dilengkapi dengan penjelasan

® Victorianus M.H. Randa PuanBenerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjafhiusan Pailit,
Satu Nusa, Bandung, 201hal 21.

" Sudikno Mertokusumd{ukum Acara Perdata Indonesiaiperty, Yogyakarta, 1998al 128.
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Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU yaittiYang dimaksud kreditor dalam ayat ini adalah baik
kreditor konkuren,kreditor separatis, maupun kreditor preferen. KBusonengenai
kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat méga permohonan
pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan kéhendaan yangnereka miliki
terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulul&tamana terdapat sindikasi
kreditor maka masing-masing kredit@dalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 2".

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dakent pailit kehilangan segala
“hak perdata” untuk menguasai dan mengurus hakaykan yang telah dimasukkan ke
dalam harta pailit.Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kaurantuk mengurus
dan atau melakukan pemberesan harta pailit.Sebéilakukan pembagian aset kepada
para kreditor, maka kurator diwajibkan menyusuntwsudaftar pembagian melalui
persetujuan Hakim Pengawas. Daftar ini memuat ngnfeenerimaan dan pengeluaran
(termasuk di dalamnya adalah upah kurator), namditkr, jumlah yang dicocokkan dari
tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima dtedditor untuk tiap-tiap piutang
tersebut’ Undang-undang kepailitan menentukan bahwa segeetak kepada kreditor
yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuhapigipiutang mereka atau segera
setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekutdtap, maka berakhirlah
kepailitan.

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menapegakara kepailitan antara
PT. Telekomunikasi Indonesia melawan PT. Primajmgonesia memutuskan untuk
mengabulkan permohonan pailit yang diajukan PT.m&aya dan memutuskan
Telkomsel pailit dengan segala akibat hukumnyaa8aimana telah diputuskan dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan &@afa Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal 12 September 2012 dan diucajsfam persidangan yang terbuka
untuk umum tanggal 14 September 2012. Permasalaihaiimulai ketika Telkomsel
menjalin nota kesepahaman (MOU) dengan Yayasanr&jahindonesia (YOI) untuk
mendukung atlit nasional. MoU tersebut ditandaaangada tanggal 16 Juni 2012. MoU
yang berbentuk kerjaama penjualan produk ini bestuj untuk membantu yayasan
olahraga Indonesia untuk meningkatkan keejahtesatlat-atlet Indonesia. Pihak YOI
mengajukan PT. Prima Jaya sebagai pihak bisnisugrgékni berupa voucher isi ulang
dan kartu perdana. Kemudian Telkomel melakukanakama dengan Primajaya selaku
pihak yang ditunjuk untuk melakukan Perjanjian egma pendistribusian kartu. Prima
dengan Telkomsel yang terdiri dari voucher isi glatan kartu perdana yang bertema
atlet-atlet nasional yang berprestdsi.

Untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/V1/2012/0000QG2nggal 20 Juni 2012,
(bukti PP-7), Telkomsel telah menerbitkan penolakeialui Electronic Mail (E-Mail)
tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya mengathkhwa sampai saat Purchase
Order diterima, staf produksi dan pemasaran beluememima perintah selanjutnya
mengenai pendistribusian produk Prima, maka Telkbnmselum bisa memenuhi
permintaan alokasi tersebut. Untuk Purchase OraeP®/PJI-AK/VI/2012/00000028,

® Ahmad Yani dan Gunawan Widjajéepailitan (Seri Hukum BisnisRajagrafindo Persada, Jakarta, 2004,
him. 30.

1% Ahmad Yani dan Gunawan Widjajep.cit.,him. 101-102.

™ http://ekbis.sindonews.com/read/2012/09/21/32/6BA%yotot-tak-bersalah-telkomsel-salahkan-
pengadilan



tanggal 21 Juni 2012 yang diminta Primajaya, Telk®inmenerbitkan penolakan melalui

Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 21 Juni 201dukti PP-8), yang pada pokoknya

menyatakan menghentikan sementara alokasi produkaPrAkibat Penolakan yang

dilakukan Telkomsel, Purchase Order No. PO/PJI-AR®12/ 00000027, tanggal 20

Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar B®5200.000,00 (dua milyar lima

ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang te&thh tempo pada tanggal 25 Juni 2012

berikut untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2@®00028, tanggal 21 Juni 2012

sebesar Rp 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puinia ljuta rupiah) jatuh tempo pada

tanggal 25 Juni 2010, sehingga total tagihan RBA0.000,00 (lima milyar dua ratus
enam puluh juta Rupiah). Primajaya telah berusattakumelakukan penagihan atas
utang-utang tersebut di atas kepada Termohon ,Réglitgan menyampaikan peringatan
pertama dan terakhir (somasi) kepada Pemohon,Reiti tanggal 28 Juni 2012 Nomor:
022/P/KC/VI/2012, (bukti PP-9), untuk melaksanak@arjanjian Kerjasama tetapi

sampai dengan permohonan Pailit didaftarkan padgd@dan Niaga Jakarta Pusat oleh

Primajaya, Telkomsel tidak pernah membayar utamgebut sehingga telah terbukti

secara sederhana bahwa Telkomsel sebagai Debitopumyai utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih kepada Primajaya sebagalitér sehingga dengan demikian
syarat dimaksud telah terpenuhi. Untuk menggenagkarat pengajuan Pailit, Primajaya
mengajak PT. Extent Media Indonesia yang juga ndenfaeditor Telkomel atas

pelaksanaan kerja sama layanan Mobile Data Conietuk periode bulan Agustus 2011

dan bulan September 2011. Pengadilan Niaga JdRast@ dalam kasus Nomor Putusan:

48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST menolak eksepsi mahon Pailit yaitu PT.

Telekomunikasi Selular untuk seluruhnya sehinggd&amapokok perkara Hakim

mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari PemBtailit yaitu PT. Prima Jaya

Informatika untuk seluruhnya. Putusan Pengadilamg&liJakarta Pusat mengakibatkan

PT. Telekomunikasi Selular Pailit dengan segalaakiukumnya.

Termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selularrdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 15 September 2012 mengajukan pemanhkasasi secara lisan dengan
perantaraan kuasanya pada tanggal 21 September 2@d2gan Nomor
52Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 48/i?£2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pdagabliaga Jakarta Pusat disertai
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan giemgma di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jawaban memosilditsgima di Kepaniteraan Niaga
Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2012 bahwaopenan kasasi a quo beserta
alasan-alasannya dapat diterima. Alasan-alasansikgsag diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasiuel dalam memori kasasi pada
pokoknya ialah:

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Perkara No. 48/P20i12/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak
memahami atau sangat keliru dalam memahami hukumikapen/perjanjian
Indonesia.

2. Majelis Hakim Niaga perkara No. 48/Pailit/2012/Phkaga.Jkt.Pst tidak memahami
atau sangat keliru dalam mempertimbangkan pengestaa hutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih. Dasar pertimbangan Mdjdism Niaga yang menyatakan
bahwa tanggal 25 Juni 2012 merupakan dasar dah j@mpo dan dapat ditagih
merupakan pertimbangan yang sangat tidak berdabargga oleh karenanya harus
secara tegas ditolak. PT. Telekomunikasi SeluttaktimemberikarPurchase Order



tahap kedua bukanlah tindakan bersifat sepihak akaapi tindakan sebagai
konsekuensi pelanggaran perjanjian kerjasama yarigkn sebagai undang-undang
yang mengikat Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

3. Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 UU. Kepailitan No. 3¥42Pengadilan Niaga hanya
berwenang memeriksa dan memutuskan utang yangdddsemya dapat dibuktikan
secara sederhana. Fakta Pemohon Kasasi meRatakase Ordesangat beralasan
atau paling tidak dalam perkara a quo terdapat ketagyang memerlukan
pemeriksaan yang tidak sederhana bagi pengadildnk umengadilinya, maka
pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan secsederhana seperti yang
diwajibkan oleh pasal 8 ayat 4 UU. Kepailitan N@/2Z904 dan oleh karenanya
pemeriksaan perkara ini bukanlah kewenangan dangd&ian Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi lipesiksa dan diputuskan melalui
Pengadilan Negeri.

4. Sangat membingungkan pertimbangan dan cenderujagitémdakan kesemena-
menaan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Niagaatap kreditor lain.
Bagaimana mungkin bukti-bukti tentang kreditor tgia yang hanya diajukan
fotokopi atau tidak ada aslinya dapat disetujuihoRengadilan Niaga, sementara
bukti tentang pelunasan utang terhadap kreditonja tersebut dengan begitu saja
ditolak dengan menyatakan fotokopi. Sangat terlikegan bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Niaga hanya berupaya untuk memenuhiupgtan dari dalil Termohon
Kasasi secara menyalahi hukum dan melanggar agpasgSialitas ataupun Asagidi
et Alteram Partem.

5. Majelis Hakim Pengadilan Niaga nyata-nyata tidagadanenyebutkan dasar hukum
pertimbangan hukum putusan-putusannya secaara dapabenar. Sehingga oleh
karenanya mohon agar Majelis Hakim Niaga pada &h#lasasi Mahkamah Agung
Rl yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapambatalkan putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakartat PNs. 48/ Pailit/ 2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012.

Mahkamah Agung dalam perkara kasasi Nomor: 52Kaallit/P 2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 48/ Pailit/ 2012/ PN.iagd.Jkt.Pst mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Telek&aginSelular. Membatalkan
putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegenitdaRusat Nomor: 48/ Pailit/ 2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012. Menpk&knohonan Pemohon Pailit
untuk seluruhnya. Menghukum Termohon Kasasi/ PemdPailit untuk memnbayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yat@ndéingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dpleda dan Diucapkan dalam sidang
terbuka pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012.

Putusan yang terjadi di Pengadilan Niaga JakarsatPmemutuskan bahwa PT.
Telekomunikasi Selular Pailit dengan segala akibd&tumnya. Pembuktian Sederhana
sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU: “Permahopernyataan pailit harus
dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yarmkti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimanakbod dalam Pasal 2 ayat (1) telah
terpenuhi.” Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.37uiaR004: “Debitor yang
mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membhyes sedikitnya satu utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakanitpdéngan putusan pengadilan, baik
atas permohonannya sendiri maupun atas permohoaian atau lebih kreditornya
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menurut Hakim Majelis Pengadilan Niaga Jakarta Piedah terpenuhi. Dalam Perkara
Kepailitan ini selain Primajaya selaku kreditor pdmon pailit, terdapat PT Extent Media
Indonesia selaku rekan Primajaya untuk melengkggpis adanya dua kreditor atau lebih
(concursus creditorium)Syarat utang yang dijelaskan Pihak Primajaya meelalasa
hukumnya dengan kukuh mempertahankan argumen bpbnelakan Telkomsel atas
dua Purchase Order tersebut melalui E-mail tang@alan 21 Juni 2012 adalah sebagai
sebuah tindakan wanpretasi yang menimbulkan utagg Telkomsel. Primajaya selaku
distributor merasa sudah melakukan prestasi seleumgjan Perjanjian Kerjasama dengan
mengikuti mekanisme Pengajuan dan Pengambilan silglkeng dimuat dalam Surat PT.
Telkomsel pada tanggal 27 Maret 2012. Sedangkamatsjgduh tempo dan dapat ditagih
PT. Prima Jaya menjelaskan Purchase Order No. PAK?Y1/2012/ 00000027, tanggal
20 Juni 2012 akhirnya menimbulkan utang sebesar2R§95.000.000,00 (dua milyar
lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) berikatuk Purchase Order No. PO/PJI-
AK/V1/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebespr3025.000.000,- (tiga milyar
dua puluh lima juta rupiah sehingga total tagihgn5:260.000.000,00 (lima milyar dua
ratus enam puluh juta Rupiah) yang telah jatulptepada tanggal 25 Juni 2012.

Namun dalam eksepsi di Mahkamah Agung Majelis Hakiemgabulkan eksepsi
PT. Telekomunikasi Selular bahwa PT. Telekomunikdalular tidak memberikan
Purchase Ordertahap kedua bukanlah tindakan bersifat sepihak &&pi tindakan
sebagai konsekuensi pelanggaran perjanjian kergsang berlaku sebagai undang-
undang yang mengikat Pemohon Kasasi dan TermoheaskKaFakta Pemohon Kasasi
menolakPurchase Ordesangat beralasan atau paling tidak dalam perkeque derdapat
sengketa yang memerlukan pemeriksaan yang tidagrismuh bagi pengadilan untuk
mengadilinya, maka pemeriksaan perkara ini tidagatailakukan secara sederhana
seperti yang diwajibkan oleh pasai 8 ayat 4 UU. &ldan No. 37/2004 dan oleh
karenanya pemeriksaan perkara ini bukanlah kewemadgri Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi hdipesiksa dan diputuskan melalui
Pengadilan Negeri. Bahwa PT. Telekomunikasi Selulga telah membuktikan bahwa
utang terhadap PT. Extent Media Indonesia telalmddi seluruhnya, sehingga adanya
utang dari Pemohon Kasasi terhadap kreditor lagiaktiterpenuhi. Kasus tersebut
menjelaskan bahwa perlu pengaturan tentang babegasan tentang Pembuktian
Sederhana dalam Undang-Undang sehingga para pidagum hakim yang memeriksa
dan memutus perkara kepailitan memiliki batasarg)jatas sehingga terciptanya suatu
kepastian hukum.

. Penutup
1. Kesimpulan

Konsep Pembuktian Sederhana dalam Hukum Acara Wepapada praktik yang
ada di Pengadilan ternyata banyak hakim yang meswan mengadili perkara kepailitan
kurang memahami eksistensi pembuktian sederhafangya suatu putusan tentang
kepailitan di tiap tingkatan peradilan sering diputberbeda, pada tingkat Pengadilan
Niaga terbukti secara sederhana kemudian padaatidg&hkamah Agung tidak terbukti
secara sederhana ataupun sebaliknya. Belum adaits@ak satu pandangan, pengertian
dan persepsi yang sama dari Para Majelis Hakirk Paingadilan Niaga maupun
Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi dan Peninjauan ik@ndalam memutuskan suatu
perkara yang sama sehingga dapat mempercepatyalproses pengadilan.



Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Naifior: 48/ Pailit/ 2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pelaksanaam pénerapannya tidak semudah
membayangkan arti kata sederhana itu sendiri. Pitlabusederhana secara harfiah
berarti sesuatu yang bisa dibuktikan secara sed&rlsanple, tidak berbeli-belit sehingga
proses pemeriksaan kasus di Pengadilan Niaga tegatan dengan cepat, efektif dan
lancar. Pembuktian Sederhana menurut Undang-Undé&pnilitan adalah adanya fakta
dua atau lebih kreditor dan adanya fakta utang yeladp jatuh tempo dan tidak dibayar.
Sehingga apabila telah ditemukan bukti adanya dadafsesuai Undang-Undang
Kepailitan, maka kasus tersebut segera diprosegadecepat. Namun kenyataannya di
lapangan tidaklah demikian. Sesuatu yang diputusi@h Pengadilan Niaghidex
Factiebelum tentu dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahk& Agung. Majelis Hakim
yang berbeda dalam tingkat yang sama dapat mengposisi yang bertolak belakang.
Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitamang mampu melindungi
kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik. Kurayang ditunjuk oleh Pengadilan
tidak bisa berbuat banyak karena tidak memperoksiesakepada penguasaan terhadap
harta pailit, maupun karena aset debitor telah vaibaleh pihak-pihak yang tidak
bertanggungjawab. Kasus yang telah dijelaskan geimgla memperlihatkan tidak ada
kesatuan pendapat dan pemahaman di antara MajeksnHlalam memutuskan suatu
perkara sehingga mengakibatkan adanya ketidakpagtiskum dan tujuan awal
dibentuknya Pengadilan Niaga akhirnya jauh dariiteeaHal ini mempunyai dampak
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap duniadifsr khususnya dalam
penanganan kasus kepailitan dan lebih jauh lagyanakat tidak menghargai pengadilan
yang merupakan tempat mencari keadilan. Proses paitgharus diimbangi dengan
kemampuan untuk menegakkannya.

2. Saran

Konsep Pembuktian Sederhana dalam Hukum Acara Kepadiharapkan adanya
batasan-batasan tentang Pembuktian Sederhana thldang-Undang sehingga para
pihak ataupun hakim yang memeriksa dan memutusaekepailitan memiliki batasan
yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastianrhukindang-Undang Kepailitan juga
harus mengatur bagaimana suatu perkara yang tdlai \ywaktu dan dapat ditagih tetapi
tidak terbukti secara sederhana. Penafsiran tenpammgbuktian sederhana ini perlu
dipahami secara komprehensif sehingga dapat pkeradalam menyelasaikan utang
piutang antara debitor dan kreditor.

Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Waifior: 48/ Pailit/ 2012/
PN.Niaga.Jkt.Pst diharapkan adanya kriteria, satud@ngan, pengertian dan persepsi
yang sama dari Para Majelis Hakim baik Pengadillga maupun Mahkamah Agung
di Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam ntaskan suatu perkara yang sama
sehingga dapat mempercepat jalannya proses peagaeitta menimbulkan kepercayaan
masyarakat terhadap hukum, khususnya dalam dumadif@m. Zaman sekarang ini
kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh masyarajat rmasyarakat tidak mengalami
kebingungan. Kesatuan pandangan dari Majelis Hakinhendaknya dituangkan dalam
satu buku pedoman untuk memutuskan perkara, yammya dapat dipakai juga sebagai
Jurisprudensi. Pemerintah diharapkan melakukan tindakan yang pfoalkntuk
meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal ini k&iga Hakim Pengadilan Niaga
dengan cara menambah jumlah Hakim Pengadilan N&ggega membekali dengan
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penambahan pengetahuan misalnya diadakannya semankshopdan lain sebagainya,
yang membahas kasus-kasus tentang kepailitan swedkengkapi sarana dalam
Pengadilan Niaga, agar proses peradilan berjalagasebaik dan lancar.
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